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Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 736 TAHUN 2018
TENTANG

PROGRAM MAGISTER LANJUT DOKTOR

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk meningkatkan kualitas alumni perguruan
tinggi keagamaan Islam, pengelolaan program doktor
pascasarjana di perguruan tinggi keagamaan Islam,
inovasi dan mutu pengelolaan beasiswa program doktor
di Kementerian Agama serta menghasilkan doktor
unggulan ahli studi Islam berusia muda, perlu
menyelenggarakan program magister lanjut doktor
secara berkelanjutan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Program Magister Lanjut Doktor
pada Kementerian Agama;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6138);



6.

10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014
tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan
pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1698); :

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
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Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1745);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
341);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil;

16. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon
Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam;

17. Keputusan Menteri Agama Nomor 586 Tahun 2017
tentang Program Tugas Belajar 5000 Doktor pada
Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PROGRAM

MAGISTER LANJUT DOKTOR PADA KEMENTERIAN
AGAMA.

Menetapkan Program Magister Lanjut Doktor yang
selanjutnya disingkat PMLD pada Kementerian Agama.

PMLD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diperuntukkan bagi alumni Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam yang diproyeksikan menjadi calon dosen untuk
memperkuat sumber daya manusia Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam dan Kementerian Agama.

PMLD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PMLD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dilaksanakan untuk satu angkatan masing-masing 20
mahasiswa dimulai tahun 2018.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program
Magister Lanjut Doktor ditetapkan oleh Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 pesember 2018

"MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



